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PUTUSAN 

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili 

perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah 

Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II RT/RW 

006/003 Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini 

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:  

desriyenti914@gmail.com, sebagai saksi Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman Jalan Yamal Lako Sutan RT/RW 002/001 

Desa Koto Taluk  Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan para saksi di muka 

sidang; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah mengajukan surat 

gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan nomor register perkara 

22/Pdt.G/2024/PA.Tlk, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, saksi Penggugat dengan 

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kab. Kuantan 

Singingi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. nomor reg 

buku nikahtertanggal 31 Desember 2012;   

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan saksi Penggugat berstatus 

sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;   

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik 

talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta 

Nikah;   

4. Bahwa setelah akad nikah saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua saksi 

Penggugat  di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, setelah 

itu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah mereka di Desa 

Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;   

5. Bahwa selama ikatan pernikahan saksi Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan 

sudah dikaruniai anak 2(dua);   

1. anak   

2. anak  

Semua anak dari saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan 

saksi Penggugat; 

6. Bahwa keadaan rumah tangga saksi Penggugat dan Tergugat semula 

berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada Tanggal 23 Pebruari 2020 

antara saksi Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan, perselisihan saksi 

Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;  

a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;   

b. Tergugat tidak memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan sering 

berhutang  

c. Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi pertengkaran atau 

perselisihan;   

d. Tergugat selingkuh dengan wanita lain  
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 7. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan 

rumah dan sudah menikah dengan wanita lain;  

8. Akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga saksi 

Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat. Semenjak 

kejadian tersebut sampai sekarang antara saksi Penggugat dan Tergugat 

tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta tidak lagi saling menjalankan 

kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;  

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas  Pengugat 

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama  

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan 

datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk 

terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

10. Bahwa saksi Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat perkara ini;  

  Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka saksi Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kuantan Singingi c.q. Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai 

berikut : 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan saksi Penggugat;   

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba,in Shugra Tergugat TERGUGAT Kepada 

saksi Penggugat saksi Penggugat;   

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada saksi 

Penggugat;   

 Subsider : 

          Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;  

   Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, saksi Penggugat telah 

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan 

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlk, yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan 
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tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, 

maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas saksi Penggugat 

dan Tergugat, dan saksi Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar; 

Bahwa, Hakim telah menasehati saksi Penggugat di setiap persidangan 

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi 

Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat 

tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan 

dimulai dengan membacakan surat gugatan saksi Penggugat yang maksud dan 

isinya tetap dipertahankan oleh saksi Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, saksi Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa: 

A.  Bukti Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1409046712890001 atas 

nama  saksi Penggugatt, tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 

Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah 

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh 

Hakim Ketua, serta kode bukti (P.1);  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor nomor reg buku nikah Tanggal 31 

Desember 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal 

dan paraf oleh Haqkim Ketua, serta kode bukti (P.2);  

B.  Bukti Saksi: 

1.   saksi Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, 

bertempat tinggal di Desa Pulau Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, 

Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di muka sidang saksi 

tersebut mengaku memiliki hubungan dengan saksi Penggugat sebagai 
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adik kandung dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai 

agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi mengetahui saksi Penggugat dan Tergugat menikah 

pada tanggal 31 Desember 2012 di KUA KUAntan Hilir Kabupaten 

KUAntan Singingi Provinsi Riau;   

- Bahwa, saksi mengetahui antara saksi Penggugat dan Tergugat 

telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga saksi Penggugat 

dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi 

kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2020 sudah tidak rukun lagi 

sering terjadi pertengkaran;   

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi 

mengetahui dari pengaduan saksi Penggugat dan saksi melihat 

saksi Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga saksi Penggugat dan Tergugat 

disebabkan karena Tergugat sering berhutang pada orang lain 

sehingga Tergugat sampai tidak memenuhi nafkah dalam rumah 

tangga, Tergugat suka berkata kasar kepada saksi Penggugat, 

serta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa 

sepengetahuan saksi Penggugat; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara saksi Penggugat dan Tergugat 

sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 sampai dengan 

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;   

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan saksi Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak 

berhasil;  

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga saksi Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;  

2.  Saksi Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 004 rw 002, Desa Pulau Baru, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlk 

Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, 

Provinsi Riau, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki 

hubungan dengan saksi Penggugat sebagai adik ipar dan memberikan 

keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan saksi Penggugat dan Tergugat dan 

memiliki hubungan dengan saksi Penggugat sebagai adik ipar;   

− Bahwa, saksi mengetahui saksi Penggugat dan Tergugat adalah 

suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 

2012 di KUA KUAntan Hilir Kabupaten KUAntan Singingi Provinsi 

Riau;  

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan saksi Penggugat dan 

Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 

1. Anak 

2. Anak; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga saksi Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara saksi 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 

2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara saksi 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;   

− Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi 

mengetahui dari pengaduan saksi Penggugat; 

− Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

saksi Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang 

pulang dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa 

sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering berhutang 

kepada orang lain sampai orang tersebut datang kerumah untuk 

menagih hutang Tergugat;   

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan saksi Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak 

berhasil;   
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− Bahwa, saksi melihat rumah tangga saksi Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;  

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, saksi Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa selanjutnya saksi Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa 

tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan; 

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan saksi Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang 

merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Teluk Kuantan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; 

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bertempat kediaman di wilayah 

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yang merupakan wilayah Hukum 

Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara relatif, Pengadilan Agama Teluk 

Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 

 Menimbang, bahwa saksi Penggugat mendalilkan bahwa saksi 

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah 

dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) 
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Kompilasi Hukum Islam, saksi Penggugat mempunyai legal standing untuk 

mengajukan gugatan dalam perkara a quo (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, saksi 

Penggugat datang  menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak 

pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain 

sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan 

perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 

154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di muka sidang. 

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berusaha 

mendamaikan dengan cara menasehati saksi Penggugat di setiap persidangan 

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat 

terhadap melawan Tergugat dengan dalil dan alasan bahwa antara saksi 

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga 

sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud  Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) 

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah 

dalam perkara ini adalah apakah benar antara saksi Penggugat dan Tergugat 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah 
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tangga saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat 

dipertahankan lagi; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan saksi Penggugat karena tidak 

pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang 

mempunyai sifat khusus (lex specialis) untuk mengetahui sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran, maka kepada saksi Penggugat tetap dibebani 

pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim 

membebankan kepada saksi Penggugat untuk membuktikan gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, saksi Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat dan saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, 

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, 

maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut 

menerangkan mengenai tempat tinggal saksi Penggugat, maka sesuai dengan 

Pasal 285 R.Bg bahwa bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formil dan materil 

sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa 

saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang 

hendak dibuktikan oleh saksi Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg 

bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, 

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

(volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa saksi Penggugat juga telah mengajukan dua orang 

saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan 
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dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi Penggugat bernama  saksi 

Penggugat adalah keluarga atau orang dekat saksi Penggugat dan atau 

Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 saksi Penggugat 

sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi Penggugat mengenai 

hubungan saksi Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah 

tangga saksi Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan 

didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi 

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat 

bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 saksi Penggugat bernamasaksi Penggugat 

adalah keluarga atau orang dekat saksi Penggugat dan atau Tergugat sesuai 

dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 

134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan 

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 saksi Penggugat mengenai 

hubungan saksi Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah 

tangga saksi Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan 

didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi 

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat 

bukti 

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak 

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan saksi Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa kedua saksi ( saksi Penggugat dansaksi 

Penggugat) yang diajukan saksi Penggugat di muka sidang dalam perkara 

perkawinan secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana 

ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap 

hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang 

sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian 

para saksi tersebut; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 

R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana 

dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat 

formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan saksi Penggugat dan 

keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan 

saksi yang telah diajukan saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan 

fakta kejadian yang sebagai berikut: 

1. Bahwa saksi Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan 

Tergugat pada tanggal 31 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; 

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga saksi Penggugat dan Tergugat rukun 

telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak 

3. Bahwa rumah tangga saksi Penggugat dengan Tergugat sejak bulan 

Februari tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering 

berselisih dan bertengkar; 

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara saksi Penggugat dan 

Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang pada orang lain 
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sehingga Tergugat sampai tidak memenuhi nafkah dalam rumah tangga, 

Tergugat suka berkata kasar kepada saksi Penggugat, serta Tergugat 

telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saksi 

Penggugat. 

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara saksi 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Desember 

2021 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak 

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana 

layaknya suami isteri; 

6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga saksi 

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati saksi Penggugat 

dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk 

merukunkan saksi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, 

karena saksi Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan saksi 

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan saksi 

Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya 

dapat rukun dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim 

menemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri 

yang sah yang menikah secara agama Islam; 

2. Bahwa dalam rumah tangga saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  

3. Bahwa, rumah tangga saksi Penggugat dan Tergugat telah pecah 

(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara saksi Penggugat 

dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi 

(onheel baar tweespalt); 

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan saksi 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;  

5. Bahwa alasan perceraian saksi Penggugat tidak disebabkan suatu 

perbuatan yang melawan hukum;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat 

mengkonstituir sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan 

suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian saksi 

Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara 

ini, sehingga saksi Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat 

ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa rumah tangga saksi Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang 

merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak 

saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya saksi 

Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk 

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti 

itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing. 

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga saksi Penggugat 

dan Tergugat dalam kondisi demikian, Hakim berpendapat bahwa tidak 

mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan 

bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat 

menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan 

pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Mar’atu baina al 

Fiqhi Wa al-Qanuni, karya Dr. Musthafa As Siba’i yang diambil alih menjadi 

pendapat Hakim yang berbunyi: 
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Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan 
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan 
bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan 
mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling 
membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan 
ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, 
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara 
dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan 
bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru 
itu diperoleh ketenangan dan kedamaian." 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 

yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut; 

 

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku 
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal 
tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara 
mereka berdua”; 
 Bahwa juga dalam Kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang diambil alih 

menjadi pendapat Hakim sebagai berikut: 

 

 

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka 

hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu; 

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga 

yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan 

menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan 

memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak 
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madlarat sudah nampak yaitu antara saksi Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling 

meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal 

Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada 

mendapatkan kemaslahatan sebagaiman kaidah ushul fikih yang berbunyi 

sebagai berikut: 

المصالح  جلب  على  مقدم  المفاسد  درأ  

Artinya: “Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan 
kemaslahatan” 

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara 

saksi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan 

tetapi tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha 

menasehati agar saksi Penggugat berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk 

ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun 

saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini 

Hakim berkeyakinan rumah tangga saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit 

untuk dirukunkan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran 

yang terjadi antara saksi Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa 

sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan 

bagi kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam 

kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan dan pertengkaran yang 

terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil 

merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah 

tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara 

saksi Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat 

mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah 

tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram; 
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Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara saksi 

Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai 

fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu 

adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling 

melindungi tidak terpenuhi lagi,  

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa antara saksi 

Penggugat dan Tergugat telah pisah, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi 

hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, 

rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah 

mawaddah dan rahmah, meskipun antara saksi Penggugat dan Tergugat masih 

terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri 

sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi 

Hukum Islam tidak terpenuhi lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan 

saksi Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan 

saksi Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam 

perkara a quo patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa saksi Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka 

petitum gugatan saksi Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain 

shugra Tergugat terhadap saksi Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak 

melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum 

Islam, oleh karena itu Hakim akan mengabulkan gugatan saksi Penggugat 

dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap saksi 

Penggugat;  

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain 

shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlk 

dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad 

nikah baru; 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka saksi 

Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali 

suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b juncto Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

Pasal 153 ayat  (2)  huruf b ; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada saksi Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini: 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan saksi Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap saksi 

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan kepada saksi Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Niva Resna, S.Ag 

sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin bersidang dengan hakim tunggal 

yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan nomor surat 

130/KMA/HK.05/9/2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh 

Rahmad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh saksi Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat; 
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Hakim Tunggal, 

 

 

 

Niva Resna, S.Ag 

 

 

Panitera Pengganti 

 

 

 

                      Rahmad, S.H.I 

 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

2. Proses  : Rp.  60.000,00 

3. Panggilan  : Rp.  175.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00 

5. Redaksi  : Rp.  10.000,00 

6. Meterai  : Rp.  10.000,00 

Jumlah  Rp. 305.000,00  

     (tiga ratus lima ribu rupiah) 
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